WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon ‘di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4273);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik §f




h.mumu"a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
3(‘.3?11':1 Republik Indonesia Nomor 4355);
p'nd"mg‘undﬂﬂg Nomor 33 Tahun 2004 tentang
ll‘:::-r“t'l.t-:‘{m,Ear1 I,("‘UE"“S-’JH antara Pemerintah Pusat dan
merintah - Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesig Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Llﬁnjbz”'“” Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6

Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman  Pembinaan dan  Pengawasan  atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indeonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiam’




14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

Nomor 4090).

:i:s::-ll’l;arl‘femerinbtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Repm;lik-In‘(j?'»ﬂ.l?..‘a’irfiemerl’nt:lhan (Lembaran Negara
Lembaran Ne”“%m rdhl.ll.'l 2010 Noz‘nor, 49, ’Tambahan
Ftatiran Pefnarq Republik Indonesia Nornor 4503);
Pinjaman b, t‘l'-lln.tah Nomor 30 Tahun 2011 tentarf.g

! acrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Pf.'fraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S272):
Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Penierintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012
Nomor 11);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pernberdayaan Masyarakat

di Kelurahanf)



Dengan Persetui
juan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:
Menetapkan —: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019,

Pasal 1
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai
berikut
| Pendapatan Daerah Rp. 679.103.410.414,00
2 Belanja Daerah Rp. 701.103.410.414,00
Surplus/(Defisit) Rp. (22.000.000.000,00)
1 Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 30.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. S.OO0.000.CO0,00(
Pembiayaan Netto Rp. 22.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan Rp. 0,00
- Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 72.815.766.222,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 546.893.928.000,00
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 59.393.716.192,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 45.555.434.590,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 11.826.921.625,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp.  3.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah Rp. 11.933.410.007,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 20.672.766.000,00
sejumlah
. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 436.916.664.000,00

a Alokasi Khusus sejumlah Rp. 89.304.498.000,00

Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diri dari jenis pendapatan :

Hibah Rp. 8.400.600.000,00
sil Pajak dari Provinsi dan

(-)

()

lainnya sejumlah Rp. 21.295.532.192,008



c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah | Rp. 21.607.584.000,00
4. Pendapatan Lainnya Rp 8.000.000.000,00
Pasal 3
(1) gelanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 288.985.760.698,00
p. Belanja Langsung sejumlah Rp. 412.117.649 716,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 273.185.964.473,00
h. Belanja Hibah sejumlah Rp. 11.590.755.000,00
¢. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 782.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

sejumlah Rp. 1.648.516.968,00
e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.778.524.257,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 73.552.611.909,44
b. Belanja Barang Dan Jasa sejumlah Rp. 190.608.651.845,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 147.956.385.961,56
 Paszal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 30.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 30.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 8.000.000.000,00
Pasal §

- Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
_.dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tdak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; §f



untuk Keselarasan dan

« pampiran Rekapitulasi Belanja Daerah

2 Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah,

é Lampiran Vi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,

. Lamprran VI Daftar Piutang Daerah,

g Lampran VI Daftar Penvertaan Modal (Investasi) Daerah;

o Lampiran INX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

10 Lampiran N Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

(1. Lampiran X1 Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

vang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini,

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;dan

3 Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
aturan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.{f

Ditetapkan di Tomohon

Diundangkan di Tomohon
Pada tanggal 28 Desember 2019




Lampiran I  Peraturan Daerah

Nomaor 10 TAHUN 2018
- - Tanggal 28 Decernber 2018
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR | URAIAN | JUMLAH
URUT |
——— S — -_— — —— -
1 2 3
—_— + D o =—ma .- S == = IR — _—"t e —
1 | PENDAPATAN 679.103.410.414,00
| PENDAPATAN ASLI DAERAH 72815766.222,00
- : Pendapatan Pajak Daerah 45.555.434.590,00
). 1.2 Hasil Retribusi Daerah 11.826.921.625,00
1.1, 3 ’ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.500.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah 11.933.410.007,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 546.893.928.000,00
) J Bagi Masil Pajak/Baql Hasil Bukan Pajak 20.672.766.000,00
y.2.2 Dana Alokasi Umum 436.916.664.000,00
1.2.3 ] Dana Alokasl Khusus §9.304.498.000,00
.3 ‘ LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 59.393.716.192,00 |
1:3.1 ‘ Pendapatan Hibah 8.400.600.000,00
1.3.3 J Dana Bag! Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 21.295.532.192,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonom| Khusus 21.697.584.000,00 |
£.3.6 | Pendapatan Lainnya 8.000.000.000,00 |
2 { BELANJA 701.103.410.414,00 |
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 288.985.760.698,00
\
2.1.1 Beianja Pegawai 273.185.964.473,00 |
2 P e | Belanja Hibah 11.590.755.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sostal 782.000.000,00
1D Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.648.516.968,00 |
2.1.8 Belanja Tidak Terduga B 1.778.524.257,00 |
e . 2 BELANJA LANGSUNG 412.117.649.716,00
'I' .21 Belanja Pegawal 73.552.611.909,44 |
.22 Belanja Barang dan Jasa 190.608.651.845,00 |
l Uz . 2 ; 3 Be'anja MDdB] 147956385961,55
I .-' I
4 SURPLUS / (DEFISIT) (22.000.000.000,00)|
3 PEMBIAYAAN DAERAH J
= e PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ) 3;0.000.OOO.OEHJ.CI{}j
< A P | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 30.000.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00
3022 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 22.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00




